Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Kecamatan Kawaiu Kota Tasikmalaya sebagai Pemohon, dalam
nai i mamoenkan Kuasa kKnusus kepada UGU M.SAMSUL
ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT, SH., Advokat / Penasehat
Hukum yang berkantor di Perum Bumi Citra Sayuling Biok B Ne,
15 Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus

tangygai U7 Maret 2017 yang ieiah didatiar daiam Regisier Kuasa

Nomor 0521/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggai 13 Maret 2017,

seianjuinya disebut sebaga: Kuasa Femonon,
melawan

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan , tempat
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telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Febargin 1 idrn id haisan, Pultsan Nomoon - G3357000 07 201 778A TR

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Fengadiian Agama nota 1asikmaiava aengan iNomor
0433/Pdt.G/2017/PA.TmkK, tanggai 13 Maret 2017, dengan daiii-daiil sebagai

DEerkut

1.

-

Bahwa, pada hari Minggu, Tanggal 04 Juni 2006, Pemohon teiah
meiangsungkan pernikanannya dengasn iermohon di hadapan Pegawal
Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kab.
sumedang Provinst Jawa Barat, sebagawnana temyaia daiam rutipan
Akta Nikah Nomor : 312/09//V1/2006 yang terbit tertanggal 05 Juni 2006,
dan usia pernikahan aniara Femenon dan Tenmohon sampai sekarang
kurang iebih 11 (sebeias) Tahun;

Banwa, OSeiciain dkad permikainan aniara Pemonon dan  eimonon
pernah merasakan kehidupan Rumah Tangga yang rukun dan bahagia
dan aari perkawman {ersebul Pemohon dengan 1eimoion elan
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

panwa, akan ielapt selanjuiiya sekitar jahun 2015 antara Femohnon dan
Termohon mulai goyah dan tfidak harmonis yang disebabkan antara
FPemohon dan iermonon elah e perseiisingn dan percekcokan;
Bahwa, perselisinan dan percekcokan tersebut selain sudah tidak ada
RULUOORED, juGd Biuking 4 kaunakan anlara Femichion dan 1ennmonon
sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga, dan
diftgia TeIfIoNon Ganl [efiiichon uuak ssilly eiousa Jaidn masaian
ekonaomi;

Sanwa, sclamuiiyd persensiian dan pervekcukan ©rus enau udn
puncaknya sekitar Bulan Januari Tahun 2017 kurang lebih 2 (dua)
Duian anlara Femonen dongan | ennohon iclksh veipisan runal,

Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga
pEiSanid founuion dail ipoiiiiig Daniuan Asiudiye arai map ldan
membuahkan hasii;

Tahun 1974 tentang perkawinan adaiah unfuk membangun suatu
Roiudiya yany amidiss yaiy Ddus dibiEa Doisaima anidia coinohon
dengan Termohon, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai iagi

scitifiYua jaill Sdwesatunyg  penyuicsar Ucfl loiisas UlnuR

kedua beiah pihak adaiah Perceraian;

Pididinan £ ddn 14 Ddigidil; PULSi MO0 337U/ 201/ FAT .

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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5. bahwa, berdasarkan nai-hai tersebut diatas, maka cukup beraiasan
kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan Perceraian ini di Pengadilan
Agama Kota |asikmaiaya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadian Agama Kota lasikmaiaya berkenan memeriksa,
mengadiii, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

i. Menenma dan mengabulkan Fermohonan Pemonon;

2. Menetapkan mengijnkan kepada Pemohon _

uniuk menjatuhkan iahalak i(saiu) Raji

kepada Termonon |

3. Menelapkan Diaya perkara menurui nuKum,;

ATAU | NMohoh puiuskan yang seadii-adiinya (Ex Aequo £t Bonu).

Ueiniian gugaian i Fenggugat sampaikan, atas limpahan keadiiannya kami
haturkan terima kasih.

Danwa daiam perkara aquoe, Femchon ieian menguasakan kepads
kuasa hukum UCU M.SAMSUL ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT, SH.,
Advokal dan Penasenal Aukuim yang mengamoli gonisii di Perum Buimi Citia
Saguling Blok B No. 15 Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa
Khusus ierianggal 07 Maret 2017, dan telah leruaiar i Repandoiaan
Pengadifan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
ubziikeq.Kizui//PA. TmK. tanggai 13 Maret 2017/,

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut
diatas, dan memeriksa pula Rartu landa rengenal Advokal (KTPA) vang
bersangkutan;

Banwa pada hard sidang yanyg wlan dietapkan Femonon diwakiis
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon
idak Gatang menghadap ke muka siganyg uan tdak menyuish oiang laif uitiuk
mengnadap sebagai wakil/kuasa hukurnnya meskipun teiah dipanggil secara

ool Uad3iPdLGr/Z01 7APA TR tangyai 27

PUoiiH Ui el i LU UL Riaas

Maret 2017 dan 07 April 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Banwa maijeils nakim ieian menasehall Femonon meiaiul Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon
tetap pada daili-ualli perrmononannya uniuk percerar aengan iermonon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
daiang menghadap meskipun teian dipanggii sSecara restmi dan  palui
selanjutnya dimuial pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
famonon yang maksud dan isinya ietap diperianankan oieh Kuasa femohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah
mengajukall aiat-aiat buku verupa:

A. Surat
a. Foickopi KIF aias nama [ NNNGTGTITNGNGNGGEEEEEEEE
(Pemohon) Nomor - I yang dikeiuarkan oieh
ranior Pemnefiniah Kota 1asikmaiaya, DUKL surat iefsebui ieizh
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ernyaia sesua, laiu olen Ketua Majeiis diberi tanda P.1;

Cimanggung Kabupaten Sumedang, Bukti surat tersebut telah diberi
ieigial Culup dan eldn dicocckiRan doengan asinya yang einydia

sesual, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

i. [ . 41 tehun, agama isiam

peRejaan usiau, wmpal REomunan Ul np. Leuwiliang, neiluaiian

Kawalu, Kecamatan Kawaiu, Kota Tasikmaiaya, dibawah sumpahnya

FRHNUCHIRE T Rt ahigalt Sebayal DENRUL

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki
TUDUNgEN GRngan Femolicn stbaga Reponakan permoino,

- Bahwa, saksi mengetahui Pemochon dan Termohon menikah pada

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon
dikaruniai i orang anak

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
1e1mnonoil pada awalnya fukun dan nanmoins, aran e Ruang

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 0433/Pdt.G/2017/PA.TmK.
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lebin sejak Januari 2016, sudah tdak rukun iagi sering ierjadi
pertengkaran;

Bahwa, perseiilsihan dan periengkaran emohon dan Termohon
tersebut sering dilihat dan didengar langsung :

Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena masaian ekonomi, iermohon tidak menerma keadaan
Pemohon yang kurang memberi nafkan;

Bahwa, saksi mengeianui anara Pemoion dan Termoion sudail
pisah rumah sejak 3 buian sampai dengan sekarang dan sudah
fildak bersaiu iagi,

Bahwa, baik saksi maupun pihak keiuarga sudah berusaha
merukunkan Femonon aan Termonon akan ietap idak berhasii;
Bahwa, saksi meiihat rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudail tgak mungkin lagi diperianankan, suill diperianankan dan

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga iebih baik bercerai;

2 _ umur oU tahun, agama isiam, pekerjaan

P3N, tempat kediaman di Kp. Pamipiran RT.02 , RW.08, Keiurahan

Leuwiiiang, Kecamatan rawaiu, Koiaiasikmiaya, dibawan sumpannya

memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Bahwa, saks! kenai dengan Pemoiion dan 1ermohon dan menuiki
hubungan dengan Pemohon sebagai saudara pemohon;

HBanhwa, saksi mengeiahui Pemonhon dan Termonon adaiah suami
isteri yang sah yang menikah pada 04 Juni 2006;

Bahwa, saksi mengetanui dar perkawinan Pemohon dan | ermohon
dikaruniai 1 orang anak;

Banwa, saksi niengetanul iumah tangya Femonon dan Termohion
sudah tidak lagi harmonis sejak Januari 2016, sering terjadi
perseiisiian  dan  petiengkaran  yang mengakibsikan aniara
Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan sampai
dengan sekafang dan selama bempisan aniara Femohon dan
Termohon tidak pernah bersatu iagi;

Bahwa, perseiisinan gan peniengkaran Pemohon dan iermuhon
tersebut pernah dilihat dan didengar iangsung sebanyak 3 kaii;
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- Banwa, saksi mengetahul penyepab perseiisinan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi,
lermonon tidak menerma keadaan Femohon yang  kurang
memberi nafkah;

- Banwa, pihak keiuarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemonhon dan
Termonhon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
narapan dapat bersatu iagi dan meiinat keadaan ruman tangganya
iebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon teiaih menyampaikan kesimpuian yang
pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang
mengabuikan tuniuian Femonon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat daiam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak ierpisankan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagalmana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemohon tertanggal U/ Maret 2017, yang teiah ierdafiar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
UbZ1/Reg.K/201//FPA.TmK. tanggai 13 Maret 201/, ternyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor
6 lahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majeils Hakim teiah puia
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan
leimyaia eian sesual dengan iKeteniuan Pasai 30 Undang-undang iNomor i8
Tahun 2003 tentang Advokat, oieh karena itu Majeiis Hakim harus menyatakan
pahwa Kuasa Pemonon merupakan subjek pember banwan nukun yang sai
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Femonon terseout uniuk Deracara daiam perkara aquo sebagal advokai

profesionai;

taiaman 6 dari 14 haiaman, Putusan Nomor : 0433/ PdL.G/2017/PA.TmK.
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Menimbang, banwa fernyata Termonon, meskipun dipanggll secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ernyata banwa tidak datangnya itu disebabkan suatu naiangan vang san,

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggii secara resmi dan patut
sesual ketentuan Fasal 26 ayai (1) Perawran Pemeriniah Nomor $ iahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permononan iersebul harus diperksa secara versiek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatunikan tanpa nadinya 1ermohon (versiek),

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasai 39 Undang-undang Nomor 1
fanun 1974, jo. Fasai 69 Undang-undany mNomeor / jahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomoi 50 Tahun 2008, ju. Pasal 110 Rompuasi
Hukum isiam, Majeiis Hakim pada setiap kali persidangan teiah berusaha
SICEARSHTA TUNGRIT Tenasenall Femonon uniuk Dersabar agar bisa memina
rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh
RAICHE U PEIRalE 1 T Us segera upuiuskal,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
poiuaigdll uata!! DSiRdid dyuu, THaRg MAQCHS Uuar ddual ieinennianka

para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi

uEPaL UIERSANaRal ReUUd Pitidh USipeinala aumah Haios iedl gt porsidanmgen

sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung

Eranyg  riossuu aaedast d

MEpUUil  nuunesie Nomer | lalun 2
Pengadilan;

vienumbang, banwa beldasarkan Keteniuan Pasal 125 ayat (1) HIiR. yaiiu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
ueumsakan hukuni dan  De@iasan, oisii Kaiena i naisiis  nienwebani
Pemohon untuk membuktikan dalii-daiii permohonannya;

MENiMbang, Lahwa uhiun memoukikan  dalib-gail  penmohunannya,
Pemonon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Miiniang, UaiiWa DUkl P (rolkop Kaiu Tanda Penduduk; yaing
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
deiigalt asiiliya, 15 UURL IeiSC0UL INCIjsiashall IEngendl ayalfid Dolanio,

sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah

Fisidindil 7 Udii L4 Naidl5al), Pl usaii (NOH01 | U900 FULOS Z0L7f PALT I
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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memenuni syarat formai dan materiii, serta mempunyal kekuaian pembukian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukil F.2 (roiokopi Kutipan Akia Nikah) vang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan asiinya, Isi bukii tersebut menjelaskan mengenat hubungan Pemonon
dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HiiK bdukil ferseput teiah memenuh syarat iorimal dan materi, sera
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewiskrachiy,

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
reinennan Nomor 9 Tanun  §9/5, Majeiis Hakim periu  mendapatkan
keterangan pihak keiuarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isterl fu entang adanya persensinan Gain perengkaran aniara Femonon 6an
Termohon;

Menimoang, tanwa saksi 1 Pemodicn, adaian xeiyarga alau orang uaekat
Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Femerintah Nomor 9 Tahun 19/5 jo. Pasal 134 Kompiias! Hukum isiam. Saksi
1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
iormal sebagannana diaiur daiam Fasal 145 ayai 1 angka 3e HiR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan
rFemonon dan ermenon seria mengena: keadaan rumai tangga Pemaonoen dan
lermohon, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan
felovan gengan daili vang harus dibuktikan oieh Pemohon, oieh karena iy

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

diatur daiam Pasal 171 HiR seningga keierangan seast lersepul mciibki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

a

VEEITILEG, UEnwa SERSE 2 Femonch, adaian keluarga glau vrang denat

Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

rememnian Nomor § Tahun 1570 ju. Pas

@i 1o9 Rordpnash SUldin isEi. oers

2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

TG STDRydll

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan

©owETELG

CRIUHGH Uah 1 eHnUnvn sCilag iyl Resdaan iuis e TG

Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 3

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Kkail dan relevan dengan daili yang narus dibukiikan oien Pemonon, oien karena

itu keterangan saksi tersebut telah memenunhi syarat materiii sebagaimana telah

glatur calam Pasai 1/1 HiR seningga keterangan saksi fersebut memiiiki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

vienimbang, bahwa keterangan sakst 1 dan sakst Z Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oieh karena itu

Keterangan dua orang saksi ersebut memenuni #asai 171 dan Pasai 172 HiR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2

Pemohon, terbukii fakia kejadian sebagai berikui:

I. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon
periempai inggai di wiiayan Koia Tasikmaiaya;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggai U4 Jduni 2006 di Kecamaian Cimanggung rabupaien
Sumedang;

3. Banwa pada muianya rumnan iangga Femohon dan ermonon rukun dan
dikaruniai i orang anak ;

4. pahwa rumah tangga Pemonon dengan iermonon sejak Januan 2016
hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

3.  Banwa perseusinan gan perlengkaran aniara Pemonon dan Termonon
disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima keadaan
Femonon vang kKurang mempern naikan,

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon
uan lermonon sudan pisah rumah  sejak 3 buian dan seiama itu puia
keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan
kewayibannya masing-masing sebagaimana iayaknysa suami Isier,

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Femoinwn dan fenmonon sudah berusana menasehati Femohon dan
Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keiuarga uniuk
mefukunikan rermonon dan Termoehon, akan etap idar berhasi, katen
Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon:

5. Dunwa Redua Sansi Sudan Ldak sanggup ag) uniuk merukunkan Feinonon
dan Termohon, karena sudah suiit merukunkan Pemohon dan Termohon
Oan sudai Luak aga Naiapan iag keduanya dapat (ukun daiam (o
tangga;

Halaman 9 dari 14 haiaman, Puiusan Nomor : 0433/ PAt.G/ 20 L7/ FA. Tmid.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Menimbang., bahwa berdasarkan fakia-fakia tersebui di aias dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

I.

‘{Jlr

Banwa Femonon dan ifermonon beragama isiam dan Termonhon
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadiian Agama Kota
lasikmaiava;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adaiah pasangan suami isteri yang
san;

Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun,
teian terjadi perseiisinan dan periengikaran vang (erus menerus;

Bahwa sudah ada upaya yang maksimai untuk merukunkan Pemohon dan
iernmonon, akan tetapl idak bernasii;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon teiah pecah (marriage
preakdowr) seningga rumah ianyga aniara Pemonon dengan 1ermonoen
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar
iweespalii},

Bahwa aiasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan
yang meiawan nuikum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat

mengkonsiituir sebagal derikut;

ks

Bahwa Pemohon dan Termohon beragama isiam dan Termohon
pertlempat unggali 4l wiavah yundikst Pengagian Agama Koia
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo.
pasal /3 ayat (i) Undang-undang Nomor / Tanhun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Unoang-undang Nomor 50 iahun 2009, jo. Pasai 63 ayal
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemeriniahn Nowor ¥ Tahun 1575, jo. Fasai 132 ayai (i) Kompilasi Hukur
islam, perkara ini merupakan kompetensi reiatif Pengadilan Agama Kota
i asikmalaya;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan
Deiwn pernai: {eradi perceralmn menurul hukum dan  perundang-
undangan yang beriaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor i
tanun 19/4 tentang Perkawinan, maka masing-masing pinak mempunyaj
hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan daiam sengketa

Halaman i0 dani 14 haiaman, Putusan Nomor : U433/PdeGf 2017 /PA.TMK,

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Disclaimer

Lll:" YU

perkawinan aaiam perkara Nl (persona stanal mn judicioj, dan perkara im
menjadi kompetensi absoiut Pengadiian Agama;

Banwa ruman tangga Femonon dan iermonon sudan tdax rukun dan
teian terjadi perselisinan dan pertengikaran yang terus menerus;

Bahwa sudah ada upava vang maksimai uniuk merukunkan Femohon dan
Termonon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk
percerai dengan iermohon;

Bahwa, ruman tangga Pemohon dan 1ermonon sudah tidak ada harapan
untuk diperianankan lagi (onheei baar iweespali), sehingga tuan
pernikahan untuk membina keiuarga sakinah, mawadah, warohman
sebagaimana dimaksud Pasal i Undang-undang Nomorn 1 Taiun 1974, jo.
Pasai 3 Kompiiasi Hukum isiam dan sebagaimana dimaksudkan ai Quran
Surat ar Rum [30] ayat 21, ietah lidak terwuud,

Bahwa memaksakan uniuk mempertanankan kondisi rumah tangga
Feimonon dan Tennunon yany sudain pecait Gan tidak ada narapan untuk
dipertahankan iagi, akan menimbuikan mafsadat yang iebih besar dari
pada maniaainya, padanal menciak aisadal Onlamakan dehvats
mengharap masiahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;

@L&Aﬁj\ ;ﬁd;ulﬁ e.ﬁ.ﬁ Juldal) s d

‘Wienolak Kerusakar febift didafiuuiain dar Udua -f‘emzd:‘:‘i[m Kebamar
Bahwa karena rumah tangga Pemonon dan Termohon sudan tidak rukun,
teian leradi perselisinan dan periengkaran yang ©rus menerus, dan idak
ada narapan akan hidup rukun iagi daiam rumah tangga, maka fakta
NUKUM iersebut ielan memenuni alasan perceraan sebagawnana Siaiul
dalam Pasai 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 110 nurui (f) Rompiast Hukum isiam, sehingga permononan
Pemohon patut untuk dikabuikan;

Bahwa alasan perceralan Pamohon boak Gsebzikan sugiu perbuaian

yang meiawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai Pasal 125 (M

THM P eoenUnail F oo Usual Ginaouixan m..m.;a::l. v S

Menimbang, bahwa seiama perkawinan Pemohon dan Termohon teiah

Lee s:uau rreti iy "-jh'-'t

catatan perubahan NTR dalam P.Z antara Pemohon dan Termohon beium

PRARIITIN L1 RIATT 1% Ui, T ULLDAN WUIHUL o e TG s 1 7 FAL TN

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 3 ¢ h al
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Disclaimer

pernan bercerai, olen Karena Itu taiak Femonon iernadap iermonon yang akan
dijatunkan adaian taiak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Fasai 118
Kompiiast Hukum isiam, Majeils Hakim dapat mengabuikan permononan
Pemonon dengan memberi izin kepada Pemonon untuk menjatuhkan taiak satu
rajl terhadap Iermohon di hadapan sidang Pengadiian Agama Kota
Tasikmaiaya;

Menimbang bahwa talak raji merupakan talak vang dyatuhkan oien
seorang suami ternadap Isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum
dari taiak raj'i adaian suami bernak rujuk seiama isteri daiam masa iddah, dan
bilama mana masa iddah teian habis, maka aniara suami dan isteri tidak dapat
nidup bersama kembail, ierkecuail dengan akad nikan yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana ieiah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
2009 1entang Feradiian Agama, Faniiera Pengadiian Agama Koia Tasikmaiaya
diperintankan untuk mengirimkan saiinan penetapan ikrar taiak Kkepada
Fegawal Fencatat Nikan Kanior Urusan Agama dimana Pemohon dan
Termonon bertempat tinggai dan kepada Pegawal Pencaiat Nikah Kanior
urusan Agama di tempal perkawinan emohon gan Termonon diiangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Fasal 89 avat (1) Undang-Uncang Nomor / ianun 1969
sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubanan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 janun ZU0Y ientang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemonon;

Memmpang, bahwa berdasarkan pertinbangan-pertmbangan iersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis teiah berkesimpuian yang pada
POKCKIYaE seDagaimana ercanium daiam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasai daiam peraturan perundang-undangan dan
nukum isiam yang berkaiian dengan peixara int,

MENGADILI
1. Menyaiakan iermonon yany ielan Jipainggn secara resmi dan paiul uniuk
mengnadap di persidangan tidak hadir;

Z. Mengabuikan penmononan Femonon dengan versier |

Halaman iZ dari 14 nalaman, Putusan Nomor : 0433/Pdt.G/Z017/FA. TmK.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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3. wiemoen iz kepada remonon

untuk menjatunkan talak satu raji terhadap Termonon _
_ di depan sidang Pengadilan Agama Kota

Tasikmaiaya;

Memerintankan Fanitera Pengadiian Agama Kota Tasikmaiaya, untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar Taiak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawaiu Kota lasikmaiaya dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten
Sumedang untuk dicatat daiam dattar yang tersedia uniuk itu ;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumiah

emikian dipuiuskan daiam rapat permusyawaratan hMajeils Hakim yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggai 17 Aprii 2017 Wasehi, bertepatan

dengan tanggai 21 Rajab 1438 Hijriyan, olen kami Farida Nur Aini, S.Ag.

sebagal Ketua Mayjeiils, Eils Mariiani, S.Ag., M.H. dan Lia Yuiiasih, S.Ag.

masing-masing sebagal Hakim Anggoia, putusan tersebut diucapkan daiam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oieh Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi oien Hakim Anggota yang sama dan dibantu oien Yayanh

Yuiianti, 5.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oieh Kuasa Pemonon

tanpa hadirnya Termohon;

Eii rilani, S.Ag.. M.H. Liay

Disclaimer

ua majelis

Ket

arida Nur Aini, S.Ag.

Hakim Anggota

’

iasih, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 haiaman, Putusan Nomor : 0433/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Fanitera Pengganil

Yavah Yuiianti, S.Ag.

rerincian Biaya:

1. Pendattaran : Rp. 30.000,-
Z. Proses
3. Panggiian
4. Redaksli
5. materal
Jumian Kp. 3U6.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor : U433/Pdt.Gf ZU1//PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Surat Pemberitahuan Putusan
(Pasal 129 HIR/153 Rbg.)

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor: 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk

Pada hari ini ,..Sdﬂgq"{anggal 02:.03.22017% . saya RADEN RORO DEWI YULIKASARI, SH.,
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, berdasarkan Pasal 129 HIR/153 Rbg.
TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

NENDEN SITI NURBANIAH binti ENDANG umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Nusalaksana RT.001 RW. 005 Kelurahan Leuwiliang Kecamatan

Kawalu Kota Tasikmalaya, Selanjuinya disebut sebagai Termohon;

Dalam perkara perdata antara:
FATHUDIN alias PATHUDIN bin TOLIB sebagai Pemohon
LAWAN
NENDEN SITI NURBANIAH binti ENDANG sebagai Termohon

Tentang isi putusan Pengadilan Agama kota Tasikmalaya, tanggal 17 April 2017 Nomor :
0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan
tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek :

3. Memberi izin kepada Pemohon {FATHUDIN alias PATHUDIN bin TOLIB) untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon (NENDEN SITI NURBANIAH binti ENDANG) di depan sidang Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mengirimkan salinan penetapan
Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten
Sumedang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya,
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya untuk dicatat
dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306000,- (tiga ratus
enam ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Termohon bahwa ia dapat mengajukan verzet / banding dalam
tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan
tersebut kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sang /tidak bertemu

dah berbicara dengan ‘(’Ermo\nonsdw\y’wahwqbﬂ*vm
Aamgnien pwaedbor | elutals T e

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini;
Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti;

Termohon, i@q?ugjta Penggant,

NENDEN SITI NURBANIAH binti ENDANG RADEN YRO. £ ,. WI'YULIKASARI, SH.

Cdie g

ES:;:;Seer;an Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung yntt{k pelayanan publik, transparan.si dan .exlfunta.bilitas
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Disclaimer

PENETAPAN
Nomor 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk

Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah membaca putusan
nomor 0433/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 17 April 2017 yang yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan persidangan penyaksian ikrar
thalak tersebut perlu ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya tersebut di
bawabh ini;

Menimbang, oleh karenanya diperintahkan kepada Ketua Majelis Hakim
yang ditunjuk untuk menetapkan hari sidang penyaksian ikrar thalak:

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan

MENETAPKAN
Menunjuk :
1. Farida Nur Aini, S.Ag. sebagai Ketua Majelis;
2. Elis Marliani, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Hakim Anggota,

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;
Ditetapkan di : Kota Tasikmalaya

Pada tanggal : 17 Mei 2017
Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Drs. ABUN BUNYAMIN, SH., MH.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Penetapan hari sidang pengucapan ikrar thalak
(Ps. 70 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun
2006)

PENETAPAN
Nomor 0433/Pdt.G/2017/PA. Tmk.

PRCPR | IS PENPS | I P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, membaca
putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0433/Pdt G/2017/PA. Tmk
tanggal 17 April 2017, dalam perkara antara;

FATHUDIN alias PATHUDIN bin TOLIB, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Nusalaksana
RT.001 RW. 005 Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota
Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada UCU
M.SAMSUL ROMLI, SH dan JAJAT SUDRAJAT, SH., Advokat /
Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Bumi Citra Saguling
Blok B No. 15 Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa
khusus tanggal 07 Maret 2017 yang telah didaftar dalam Register
Kuasa Nomor 0521/Reg.K/2017/PA. Tmk. tanggal 13 Maret 2017,
sebagai Pemohon;

melawan

NENDEN SITI NURBANIAH binti ENDANG, umur 32 tahun, agama lIslam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan , tempat kediaman
di Nusalaksana RT.001 RW. 005 Kelurahan Leuwiliang Kecamatan
Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagai Termohon;

Disclaimer
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Disclaimer

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1.

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (FATHUDIN alias PATHUDIN bin TOLIB)

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NENDEN SITI
NURBANIAH binti ENDANG) di depan sidang Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk
mengirimkan salinan penetapan |krar Talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten
Sumedang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam
daftar yang tersedia untuk itu :

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 306000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga periu ditetapkan hari sidang

pengucapan Ikrar Thalak sebagaimana tersebut di bawah ini:

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;
Menentukan bahwa Pemohon tersebut dapat menjatuhkan thalaknya atas

Termohon tersebut, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 pukul 09.00 WIB dalam

sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Memerintahkan jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang menghadap di muka sidang

Pengadilan Agama pada hari yang ditetapkan di atas kepada Termohon agar

diberitahukan bahwa apabila tidak datang menghadap pada persidangan tersebut,

baik secara pribadi atau wakilnya pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut,
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maka thalak pemohon tersebut dapat dijatuhkan tanpa hadirnya dan kepada
Pemohon bahwa apabila ia atau wakilnya tidak menjatuhkan talaknya tersebut,
selambat-lambatnya enam bulan setelah hari sidang yang telah ditetapkan, maka
putusan pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menentukan bahwa tenggang antara hari memanggil kedua belah pihak dan
sidang paling sedikit harus ada tiga hari;

Demikian, ditetapkan di Tasikmalaya tanggal 17 Mei 2017.

KETUA MAJEL

Farida Nur Aini, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



